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1. Pendahuluan

Fenomena adopsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/Al)[1] telah menjadi gelombang
transformatif global yang kini merambah ke ranah strategis pelayanan publik dan sistem peradilan. Dalam
konteks pemerintahan modern (e-government), Al diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan
akurasi, mulai dari optimalisasi logistik, pengelolaan sumber daya, hingga yang paling sensitif, yaitu alokasi
bantuan sosial (misalnya, penggunaan algoritma untuk menentukan kelayakan penerima manfaat
berdasarkan data demografi dan ekonomi).

Lebih jauh, ranah hukum dan peradilan tengah menyaksikan kemunculan konsep seperti e-court
dan predictive justice. Al digunakan dalam sistem ini untuk membantu hakim dan jaksa, seperti pada kasus
prediksi risiko residivisme kriminal (kemungkinan seorang narapidana melakukan kejahatan lagi setelah



dibebaskan). Meskipun bertujuan mulia yakni menciptakan peradilan yang cepat, konsisten, dan
meminimalkan bias manusia penerapan Al ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai akuntabilitas
keputusan, transparansi algoritma, dan potensi diskriminasi terselubung (algorithmic bias).

Transisi masif ini, yang melibatkan pengalihan sebagian otoritas pengambilan keputusan dari
manusia kepada mesin, secara langsung menuntut adanya panduan etika dan hukum yang kokoh. Sementara
diskursus etika global didominasi oleh kerangka Barat (seperti prinsip transparency, fairness, dan
accountability), umat Islam dan negara-negara dengan mayoritas Muslim[2] memiliki kebutuhan mendesak
untuk mengembangkan panduan hukum Islam (fatwa) yang bersumber dari tradisi Usul Fikih dan Etika
Islam[3].

Kebutuhan ini krusial karena keputusan Al, terutama dalam peradilan dan alokasi sumber daya,
memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar individu dan pencapaian keadilan sosial (al-
'AdI)[4]. Oleh karena itu, kajian ini hadir untuk menyoroti urgensi membedah penggunaan Al dalam konteks
pelayanan publik dan keputusan hukum melalui lensa Fikih dan Maqasid SharT'ah, guna merumuskan sebuah
kerangka etika yang tidak hanya sejalan dengan prinsip global, tetapi juga mengakar kuat pada nilai-nilai
kemaslahatan (al-Maslahah)[5] dan pertanggungjawaban (al-Mas'iliyyah) dalam Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji status hukum dan implikasi etika dari adopsi Kecerdasan Buatan (Al) dalam
ranah pengambilan keputusan publik dan yudisial. Penelitian ini bersifat kualitatif-normatif dengan
menggunakan pendekatan Usul Fikih dan Etika Islam.

Desain penelitian kualitatif-normatif ini berfokus pada analisis teks-teks hukum Islam, yaitu
kaidah-kaidah Usul Fikih (al-Qawa ‘id al-Fighiyyah) dan tujuan-tujuan syariat (Magasid Shari'ah) untuk
merumuskan panduan fikih-etis bagi fenomena kontemporer Al.

Kronologi penelitian ini mencakup empat tahapan utama:

a. ldentifikasi Fenomena dan Urgensi (Contextualization): Mengidentifikasi adopsi Al dalam pelayanan
publik (misalnya, alokasi bantuan sosial) dan sistem peradilan (predictive justice) sebagai gelombang
transformatif yang membutuhkan panduan hukum Islam (farwa).

b. Penentuan Hukum Asal (Establishment of Al-Aslu): Menetapkan hukum asal penggunaan Al
berdasarkan kaidah al-aslu fi al-asyya’ al-ibahah (hukum asal segala sesuatu adalah boleh/mubah).

c. Analisis Normatif (Usul Fikih & Magqasid Shart'ah): Melakukan analisis manfaat (magslakah) dan
kerugian (mafsadah) menggunakan pendekatan Istislah dan menerapkan kaidah fikih kunci untuk
menentukan status hukum bersyarat (mubah mugayyad)[2].

d. Perumusan Kerangka Etika dan Rekomendasi (Algorithmic Governance): Menyusun kerangka etika
yang spesifik (Islamic Ethical Framework) berdasarkan pilar-pilar Fikih seperti Al-'Adl (Keadilan)[6],
Al-Amanah (Kepercayaan), dan Al-Mas'iliyyah (Tanggung Jawab) sebagai panduan untuk tata kelola
algoritma.

Prosedur penelitian ini dapat diwakili melalui alur algoritma berikut, yang berfokus pada analisis
Istislah dan mitigasi risiko (Dar'u al-Mafasid) sebagai inti metodologi penetapan hukum (hukm)[7].

Algoritma Penetapan Hukum Al (Conceptual Algorithm for Al Legal Determination)
Fungsi HUKUM Al (Al Application)

Kaidah
Langkah Prosedur Fikih/Etika

al-Aslu fi al-

asyya’ al-

ibahah
Tentukan  hukum  asal Al  sebagai (Hukum asal
instrumen/wastlah. segala sesuatu

adalah
boleh/mubabh).

1. Inisiasi



Langkah

2. Analisis Manfaat

3. Analisis Kerusakan

4. Prioritas Etis

5. Pemeriksaan Akuntabilitas

6. Penetapan Status

7. Penetapan Larangan

Sebagai penelitian normatif, akuisisi data dilakukan melalui pengumpulan dan analisis literatur
utama Usul Fikih dan Etika Islam[11] yang relevan dengan isu teknologi kontemporer. Pengujian hipotesis

Prosedur

Identifikasi Jalb al-Masalik [8](Manfaat) yang
ditawarkan Al (misalnya, efisiensi, konsistensi)
dan kaitannya dengan Magasid Shart'ah
(misalnya, Hifz al-Nafs).

Identifikasi Dar'u al-Mafasid[9] (Kerugian)
utama (misalnya, algorithmic bias, mafsadah
zulm / diskriminasi, hilangnya privasi).

Terapkan kaidah prioritas: Apakah potensi
mafsadah (diskriminasi/kezaliman) termitigasi?

Tentukan apakah sistem Al dapat memenuhi
standar  Explanability =~ (XAI[10] untuk
menjamin verifikasi keputusan.

Jika Kriteria (4) dan (5) terpenuhi.

Jika Kriteria (4) tidak terpenuhi (terbukti
menghasilkan mafsadah zulm).

(bahwa Al harus tunduk pada kaidah fikih-etis) dilakukan secara deduktif-normatif:

o Akuisisi Data: Data primer adalah kaidah-kaidah fikih kunci (Al-Qawa ‘id al-Fighiyyah) dan prinsip-

prinsip Magqasid Shart'ah (al-'Adl, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Irdh)[12].

e  Prosedur Pengujian (Analisis):
a. Pengujian Istis/ah: Membandingkan secara konseptual manfaat (efisiensi) Al dengan kerugian

(diskriminasi/bias algoritma).

Kaidah
Fikih/Etika

Istislah
(Mencari
kemaslahatan).

Magsad Hifz
al-'Irdh  Hifz
al-Nafs
(Menjaga
Martabat &
Jiwa).

Dar'ual
Mafasid
Mugaddamun
'"Ala Jalbi al-
Masalih
(Mencegah
kerusakan
didahulukan
daripada
mencari
kemaslahatan).

Al-Yaginu La
Yazalu Bi al-
Shakki
(Keyakinan
tidak bisa
dihilangkan
dengan
keraguan) dan
{Al-Amanah

Mubah
Mugayyad
(Boleh
Bersyarat).

Haram li
ghairihi
(Haram karena
sebab
eksternal).



b. Pengujian Kepatuhan Kaidah: Menerapkan kaidah Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi al-
Masalih sebagai filter utama. Jika Al terbukti menghasilkan mafsadah zulm, ia dianggap gagal
dalam uji etika syar'i.

c. Pengujian Explanability (XAl): Menerapkan kaidah Al-Yaginu La Yazilu Bi al-Shakki untuk
menguji apakah Al dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat black box.

Hasil dari pengujian ini digunakan untuk merumuskan status hukum Al sebagai mubah mugayyad (boleh
bersyarat) dan merekomendasikan tiga pilar kerangka etika untuk Algorithmic Governance[13].

3. Pembahasan

a. Status Hukum Penggunaan Kecerdasan Buatan (Al): Tinjauan Usul Fikih

Kajian terhadap status hukum (al-Hukm al-Shar i) dari teknologi baru seperti Kecerdasan
Buatan harus dimulai dari kerangka metodologis Usul Fikih[14]. Status ini tidak dapat ditetapkan
secara absolut, melainkan bersifat relatif, bergantung pada implikasi Maqagsid Shart'ah[15] dan
hasil dari analisis manfaat-kerugian.

1) Hukum Asal (Al-Aslu) dan Prinsip Umum

2)

Prinsip dasar dalam penetapan hukum terhadap perkara baru yang tidak memiliki nash

eksplisit (figh non-textual) adalah al-aslu fi al-asyya’ al-ibahah (hukum asal segala
sesuatu [yang tidak termasuk ibadah] adalah boleh/mubah)[16].

Implikasi Fikih: Dalam konteks ini, Al, sebagai instrumen dan hasil dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada dasarnya termasuk dalam ranah
mubah (boleh). Status mubah ini berlaku selama penggunaan Al memenuhi kriteria
dasar, yaitu tidak bertentangan dengan nash yang qath'i (teks yang pasti) dan
membawa maslahah (kebaikan) yang lebih dominan daripada mafsadah
(kerusakan)[17].

Tantangan Epistemologis: Namun, status mubah ini segera terangkat menjadi wajib
(wajib) atau haram (haram) manakala penggunaannya menjadi sarana utama untuk
mencapai tujuan yang diwajibkan syariat (seperti keadilan) atau menimbulkan
kerusakan yang dilarang syariat[4].

Analisis Maslahah dan Mafsadah (Pendekatan Istislah)

Metode penetapan hukum melalui pertimbangan manfaat dan kerugian dikenal

sebagai Istis/ah (mencari kemaslahatan) atau Maslahah Mursalah (kemaslahatan yang
tidak didukung atau ditolak oleh nash tertentu). Penetapan hukum Al berada pada domain
ini, di mana manfaat dan kerugian harus diukur secara cermat:

Dimensi Konsep Fikih Analisis Al dalam Yudikasi & Pelayanan Publik

Maslahah | @l cuda Efisiensi dan Konsistensi: Al menjanjikan

darariyyat (kepentingan primer) melalui peningkatan
kecepatan layanan dan objektivitas keputusan, yang
dapat memenuhi Menjaga Keadilan dan Hifz al-Nafs
(melalui layanan kesehatan cepat).

Jalb al-Masalih
YMenarik
Kebaikan(




Mafsadah | Lwlialf g s Bias Algoritma: Kerugian utama adalah potensi

diskriminasi (zulm) terhadap kelompok minoritas
akibat data latih yang bias. Ini secara langsung
melanggar Magsad Hifz al-'Irdh (Menjaga Martabat)
dan Hifz al-Nafs. Hilangnya Privasi (Data Pribadi):
Ancaman terhadap Hifz al-Nafs dan Hifz al-'Irdh.

Dar'u al-Mafasid
(Mencegah
Kerusakan)

Isu

Ontologis dalam keputusan hukum berpotensi mereduksi

Human Agency Pengurangan Peran Manusia: Penggunaan Al

otoritas Qadr (Hakim), yang dalam fikih disyaratkan
memiliki i'tigad (keyakinan) dan pertimbangan
moral. Penggantian peran ini dapat menimbulkan
mafsadah 'amah (Kerusakan umum).

b. Penerapan Kaidah Fikih Kunci (Al-Qawa‘id al-Fighiyyah)[16]

Analisis Maslahah dan Mafsadah disempurnakan dengan penerapan kaidah fikih sebagai
checks and balances:

1)

2)

Kaidah Keyakinan dan Akuntabilitas <&l Js: Y 8l Al-Yaginu La Yazilu Bi al-
Shakki (Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.)[ 18]

Dalam konteks keputusan yudisial, khususnya yang melibatkan penetapan
hukuman atau hak, keputusan tersebut harus didasarkan pada yagin
(keyakinan/kepastian hukum), bukan pada zann (dugaan) atau syakk (keraguan) dari
output Al.

Kaidah ini menuntut agar sistem Al yang digunakan dalam hukum harus
memenuhi standar transparansi (explainability) yang sangat tinggi. Jika mekanisme
Al bersifat black box[19] dan tidak dapat diuji validitas datanya (tautsig) oleh hakim,
maka keputusan tersebut hanya berdasar zann dan secara metodologis cacat dalam
pandangan fikih, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Kaidah Prioritas Mitigasi Risiko glladl s e adie 2iidl ¢ )3 Dar'u al-Mafasid
Mugaddamun 'Ala Jalbi al-Masalih (Menghindari kerusakan didahulukan daripada
mencari kemaslahatan.)[20]

Kaidah ini menetapkan prioritas etis dalam pengembangan Al. Meskipun Al
menjanjikan efisiensi (maslahah), potensi mafsadah seperti diskriminasi sistemik
(bias algoritma) atau pelanggaran Hifz al-Nafs dan Hifz al-'Irdh harus dimitigasi
terlebih dahulu dan dianggap sebagai pre-condition legalitas[17].

Jika sistem Al terbukti secara signifikan meningkatkan mafsadah (misalnya,
memperburuk ketidakadilan bagi kelompok rentan), maka penggunaan sistem
tersebut menjadi haram i ghairihi (haram karena sebab di luar zatnya), meskipun
tujuan awalnya adalah kebaikan. Ini menempatkan mitigasi risiko ketidakadilan
sebagai tanggung jawab syar'i tertinggi bagi pengembang dan regulator Al.

c. Isu Etika Kunci Al dalam Perspektif Islam

Penggunaan Al dalam pengambilan keputusan yudisial dan pelayanan publik tidak hanya
menyentuh aspek hukum (al-fzukm) tetapi juga inti dari Etika Islam (4khlag Islamiyyah), yang
berpusat pada pemenuhan Magqasid Shari'ah.[11] Ada tiga isu etika kunci yang memerlukan
analisis mendalam: Bias/Diskriminasi, Transparansi/Akuntabilitas, dan Otonomi/Peran Manusia.



1)

2)

3)

Bias dan Diskriminasi (Isu Al-'Adl)

Prinsip Keadilan (Al-'Adl)[21] merupakan pilar utama dalam Syariat, di mana Allah SWT
memerintahkan tegaknya gisz (keadilan substantif) dan dilarangnya segala bentuk zulm
(kezaliman). Al menghadapi tantangan etika terbesar pada isu ini melalui fenomena bias
algoritma (algorithmic bias).

Bias ini bukan tercipta oleh Al itu sendiri, melainkan diwariskan dari data historis
yang digunakan untuk melatih model. Jika data historis tersebut mencerminkan
ketidaksetaraan sosial, diskriminasi ras, atau bias gender yang ada di masa lalu, Al akan secara
otomatis mereplikasi dan memperkuat ketidakadilan tersebut dalam keputusan masa depan.
Misalnya, algoritma yang digunakan untuk prediksi risiko residivisme diwarnai oleh data
penangkapan di masa lalu yang disproportionally tinggi pada kelompok minoritas, maka Al
akan secara tidak adil memberikan skor risiko yang lebih tinggi kepada kelompok tersebut.

Hasil keputusan Al yang diskriminatif ini secara eksplisit bertentangan dengan
prinsip kesetaraan manusia (musawah) dan keadilan distributif yang dianjurkan Islam. Hal ini
menimbulkan mafsadah zulm (kerusakan kezaliman) yang harus dihindari, bahkan jika
efisiensi yang ditawarkan Al adalah sebuah maslakah.[12] Oleh karena itu, Magsad Hifz al-
Nafs dan Hifz al-'Irdh (menjaga martabat) menuntut bahwa sistem Al harus menjalani audit
keadilan (fairness audit) secara syar'i sebelum diimplementasikan.

Transparansi dan Akuntabilitas (Isu Al-Amanah)

Dalam Islam, otoritas publik dan pengambilan keputusan hukum adalah bentuk Amanah
(Al-Amanah), yang mensyaratkan adanya pertanggungjawaban (al-Mas ‘iliyyah) penuh
kepada Allah dan manusia. Transparansi merupakan prasyarat bagi akuntabilitas.

Banyak model Al canggih, seperti Deep Learning, beroperasi sebagai 'kotak hitam’
(black box),[19] di mana bahkan pengembangnya sulit menjelaskan secara pasti jalur
pengambilan keputusan (decision path). Situasi ini menimbulkan kesulitan serius dalam ranah
hukum. Ketika Al merekomendasikan penolakan bantuan sosial atau penentuan masa
hukuman, individu yang terdampak berhak mengetahui alasan (‘illah) keputusan tersebut.[12]

Perspektif Fikih menuntut Explanability (XAI[10] atau kemampuan untuk
menjelaskan alasannya, sebagai syarat wajib bagi keabsahan keputusan. Seorang hakim atau
regulator yang menggunakan Al tetapi tidak mampu menjelaskan dasar keputusannya secara
logis dan teruji, dianggap telah melanggar Amanah karena tidak dapat menjalankan
Mas aliyyah (pertanggungjawaban) secara penuh. Fatwa tentang Al harus mensyaratkan
audit trail yang jelas, di mana input data, proses, dan output dapat diverifikasi (tautsiq),
sejalan dengan tuntutan pembuktian dalam syariat.[22]

Otonomi Al dan Peran Manusia (Human Agency)

Isu yang paling mendalam adalah batasan ontologis peran Al sebagai agen otonom dan
dampaknya terhadap Peran Manusia (Human Agency) dalam otoritas hukum.

Dalam Fikih, keputusan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukuman serius
(hudiid dan qisas) atau hak-hak dasar, mensyaratkan i‘tigad al-Qadi (keyakinan pribadi
hakim) yang didasarkan pada akal (‘agl) dan kebijaksanaan (kzikmah). Al, meskipun cerdas,
tidak memiliki kapasitas untuk ‘'agl, i tigad, apalagi niyyah (niat) dan iradah (kehendak
moral).[7]

Memberikan otoritas keputusan final (bukan sekadar rekomendasi) kepada Al dapat
dianggap sebagai delegasi ijtihad kepada instrumen yang tidak memiliki kemampuan moral
dan spiritual untuk menanggung Amanah. Oleh karena itu, perspektif Islam secara etis
membatasi peran Al sebagai instrumen pembantu (wasilah) untuk pemrosesan data, bukan
sebagai subjek hukum (fa ‘il) yang berhak mengambil keputusan. Keputusan final harus selalu
dipegang oleh manusia, menjamin bahwa al-zukm (ketetapan) tetap berada dalam kendali
Mukallaf (subjek hukum yang berakal dan berkehendak).



Ketiga isu etika ini menuntut sebuah sintesis metodologis dalam Fikih: merangkul
Maslahah dari Al (efisiensi) sambil menjamin bahwa Dar'u al-Mafasid (mitigasi diskriminasi
dan hilangnya akuntabilitas) selalu menjadi syarat utama.[23]

d. Rekomendasi Kerangka Etika Islam untuk Algorithmic Governance

Mengingat tantangan zulm (kezaliman) dari bias algoritma dan pelanggaran Amanah akibat

black box Al, diperlukan rekomendasi yang spesifik untuk Tata Kelola Algoritma (Algorithmic
Governance). Kerangka Etika Islam (Islamic Ethical Framework) yang diusulkan berfokus pada
tiga pilar operasional yang berasal dari nilai-nilai substantif Fikih:

1)

2)

3)

Keadilan Sosial (Equity) dan Prinsip Al-"AdlI

Memastikan Al tidak memperburuk kesenjangan sosial dan diskriminasi, sejalan
dengan perintah Al-'Adl (Keadilan) dan tujuan Magsad Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) serta Hifz
al-Mal (menjaga harta).[24]

Dalam konteks algorithmic governance, equity melampaui sekadar fairness
(perlakuan yang sama) menuju justice (keadilan distributif). Hal ini menuntut bahwa sistem Al
yang digunakan untuk alokasi sumber daya publik (misalnya, bantuan kesehatan, kredit mikro)
tidak hanya memperlakukan data secara netral, tetapi juga secara aktif harus mengoreksi bias
historis yang termuat dalam data latih.

Kerangka ini harus mensyaratkan adanya Differential Impact Assessment atau Audit
Dampak Berbeda secara syar'i. Artinya, sebelum diimplementasikan, regulator wajib
membuktikan bahwa Al tidak menghasilkan dampak negatif yang tidak proporsional pada
kelompok rentan (misalnya, kelompok miskin, minoritas etnis, atau gender tertentu).
Kegagalan dalam audit ini dapat menjadi dasar penetapan haram li ghairihi (haram karena
sebab eksternal) atas penggunaan Al tersebut, sesuai kaidah Dar'u al-Mafasid Muqaddamun
'Ala Jalbi al-Masalih.[25]

Kepercayaan (Trust) dan Isu Al-dmanah

Membangun mekanisme audit algoritma oleh pihak independen untuk menumbuhkan
kepercayaan publik terhadap sistem yang didukung Al.

Analisis Mendalam: Konsep Al-Amanah (Kepercayaan/Trust) dalam Islam
mensyaratkan bahwa setiap pengemban tanggung jawab publik harus transparan dan akuntabel.
Dalam kasus Al black box, Amanah ini terancam. Untuk memulihkannya, diperlukan Third-
Party Audit atau audit pihak ketiga yang independen. Audit ini harus memiliki kompetensi
ganda: teknologi (memahami kode dan data) dan syariat (memahami prinsip al-'Adl dan
maslakah).[6]

Institusi fikih (Dewan Syariah Nasional atau Fatwa)[26] perlu merumuskan standar
Algorithmic Disclosure yang wajib dipenuhi oleh pemerintah atau perusahaan. Standar ini
mencakup:

o Data Provenance: Pelaporan sumber dan kualitas data latih (untuk menguji bias).

o Mechanism of Decision: Penjelasan tingkat tinggi tentang bagaimana Al mencapai
keputusan (untuk memenuhi XAl).

o Otoritas Khusus: Pembentukan Komite Etika dan Fikih Digital (KEFD) sebagai
badan independen yang memiliki wewenang untuk menangguhkan sistem Al yang
terbukti melanggar Magasid Shari'ah.

Tanggung Jawab (Responsibility) dan Prinsip Al-Mas'aliyyah

Menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum (al-Mas'iiliyyah) ketika Al
melakukan kesalahan fatal, dan batasan otonomi Al.

Dalam fikih,[24] Mas'uliyyah (tanggung jawab) secara inheren terikat pada taklif
(beban kewajiban), yang hanya dapat dipikul oleh subjek hukum yang berakal (al-'agil).



Karena Al tidak memiliki akal, niat (niyyah), atau kehendak moral, Al tidak dapat dijadikan
subjek hukum yang bertanggung jawab atas kesalahannya.

Tanggung jawab hukum (liabilities) atas kerusakan yang ditimbulkan oleh Al harus
ditetapkan pada rantai pengawasan manusia (human supervisory chain):

o Pengembang/Desainer: Bertanggung jawab atas kesalahan desain, bias, atau
kegagalan mitigasi risiko (Tanggung Jawab Tafiit | Kelalaian).

o Operator/Pengguna: Bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan atau
penggunaan yang tidak sesuai prosedur (Tanggung Jawab Tagsir / Kekurangan).

o Pemerintah/Regulator: Bertanggung jawab atas kegagalan menetapkan standar
keamanan dan etika yang memadai (Tanggung Jawab Siyasah | Kebijakan).

Kerangka ini mengintegrasikan disiplin Fikih dan Usul Fikih ke dalam kerangka
Algorithmic Governance global. Tujuannya adalah memastikan bahwa kemajuan teknologi
dapat dinikmati tanpa mengorbankan al-'Adl dan al-4manah, sehingga penggunaan Al[11]
menjadi sarana yang sah (wasilah shar'iyyah) untuk mencapai Magasid Shari'ah.

Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan (Al-Khulasah)

Analisis komprehensif terhadap penggunaan Kecerdasan Buatan (Al)[23] dalam pelayanan publik
dan keputusan hukum dari perspektif Usul Fikih dan Etika Islam menghasilkan tiga temuan utama yang
saling terkait:

1) Status Hukum Al adalah Mubah Mugayyad (Boleh dengan Syarat)

Status hukum asal (al-aslu) penggunaan Al adalah mubah (boleh) karena Al termasuk dalam
kategori instrumen teknologi yang membawa maslakah (kebaikan), seperti efisiensi, kecepatan
pelayanan, dan konsistensi keputusan. Namun, status ini bersifat mugayyad (bersyarat).

Kajian Istis/ah dan penerapan kaidah Dar'u al-Mafasid Mugaddamun 'Ala Jalbi al-Masalih
menetapkan bahwa Al dapat menjadi haram [i ghairihi (haram karena sebab eksternal) apabila
terbukti menghasilkan mafsadah zulm (kerusakan kezaliman), terutama melalui bias algoritma
yang secara diskriminatif melanggar Magsad Hifz al-'Adl.[21]

2) Kewajiban Etis Menjaga Al-'Adl dan Al-Amanah

Keputusan Al harus tunduk pada kaidah Al-Yaqginu La Yazalu Bi al-Shakki. Ini berarti, demi
memenuhi prinsip Al-'Adl (Keadilan)[27] dan Al-Amanah (Kepercayaan/Pertanggungjawaban),
sistem Al tidak boleh bersifat black box. Syariat menuntut adanya mekanisme Explanability (XAl)
yang memadai sebagai prasyarat hukum bagi keabsahan keputusan yang diambil oleh Al.
Keputusan yang didasarkan pada zann (dugaan) algoritma tidak dapat menggantikan i'tigad al-
Qadr (keyakinan hakim) yang didasarkan pada akal dan bukti yang dapat diverifikasi.

3) Pembatasan Otonomi untuk Menjamin Al-Mas"aliyyah

Kerangka etika Islam secara tegas membatasi peran Al[11] sebagai wasilah (instrumen),
bukan fa‘il (pengambil keputusan). Untuk menjamin Al-Mas'iliyyah (Tanggung Jawab),
keputusan final yang melibatkan hak-hak dasar dan hukuman wajib dipertahankan oleh human
agency (peran manusia). Rekomendasi Algorithmic Governance harus menetapkan bahwa
tanggung jawab hukum (liabilities) selalu melekat pada rantai pengawasan manusia (pengembang,
operator, regulator) karena mereka adalah subjek taklif (beban kewajiban) yang berakal.

b. Saran dan Kontribusi Akademik (Al-Tawsiyyat wa al-Miisahamah)

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menawarkan model integrasi Usul Fikih dan
etika teknologi. Untuk menjembatani teori dan praktik, berikut adalah beberapa saran untuk
pengembangan selanjutnya:
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1) Pengembangan Fatwa[28] Berbasis Impact Assessment

Institusi fatwa di negara-negara Muslim perlu menyusun Fatwa Kolektif yang tidak hanya
menguraikan status hukum Al secara umum, tetapi juga menetapkan metodologi penetapan hukum
(yaitu, Istislah) berdasarkan hasil Social and Ethical Impact Assessment (Penilaian Dampak Sosial
dan Etika) spesifik pada setiap aplikasi Al. Fatwa ini harus menjadi basis untuk regulasi negara,
memastikan teknologi tidak melanggar daririyyat.[29]

2) Kajian Komparatif Regulasi Al Fikih

Dibutuhkan penelitian lanjutan yang bersifat komparatif-analitis terhadap upaya regulasi Al di
negara-negara dengan kerangka hukum Islam yang berbeda. Studi kasus perbandingan regulasi
fintech syariah atau algorithmic governance di Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia
akan sangat relevan. Penelitian semacam itu dapat mengidentifikasi model tata kelola Al Fikih
terbaik (best practices) dalam rangka harmonisasi hukum dan teknologi di dunia Islam.

3) Integrasi Interdisipliner

Disarankan adanya kolaborasi yang lebih erat antara pakar Fikih/Usul Fikih dan ilmuwan
komputer/data. Kolaborasi ini penting untuk merumuskan coding standard atau algorithmic design
principles yang secara eksplisit memasukkan prinsip musawah (kesetaraan) dan mitigasi bias sejak
tahap awal pengembangan algoritma, mewujudkan Al yang benar-benar halal-by-design.
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